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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban sebuah sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dari
sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu dengan cara menyajikan laporan
keuangan, yang didalamnya terdapat informasi-informasi mengenai letak posisi
keuangan dan keseluruhan dari transaksi yang dilakukan oleh sebuah satuan kerja

perangkat daerah.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh setiap daerah
maupun provinsi, karena memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengetahui
alur kas dari suatu daerah dan seberapa besar realisasi anggaran yang sudah mencapai
target atau yang belum mencapai target oleh instasi pemerintah tersebut. Selain itu,
diperlukan oleh para stakeholder dalam mengevaluasi keputusan untuk mencapai suatu
pemerintahan yang baik yaitu menegakan akuntabilitas. Dengan begitu adanya laporan
keuangan menunjukkan akuntabilitas suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
yang mempublikasikan Laporan Keuangan sebagai bentuk transparansi kepada pihak

yang berkepentingan dan kepada pemberi wewenang pemerintah yaitu masyarakat.

Sehingga, adanya laporan keuangan dapat meningkatkan anggapan juga
menciptakan transparansi akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah karena

laporan keuangan merupakan sebuah pemberitahuan yang disiapkan oleh suatu



perusahaan maupun entitas untuk pihak internal maupun eksternal, yang didalamnya
terdapat seluruh kegiatan keuangan yang merupakan sebuah alat pertanggungjawaban

juga sebagai alat penghubung kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Yadianti:2007)

Pelaksanaan laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam tingkat
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, hal ini karena penyampaian Laporan
Keuangan oleh suatu entitas atau satuan kerja daerah merupakan suatu bentuk
kewajiban dari setiap hasil yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan, pelaporan ini untuk
sebuah kepentingan yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap suatu
sumber daya serta proses kebijakan yang diakui kepada entitas atau satuan kerja
perangkat daerah pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodic (Mursyidi:2009). Adanya pernyatan tersebut memperlihatkan perkembangan
menguatnya tuntutan akuntabilitas bagi setiap entitas atau satuan kerja perangkat
daerah di Indonesia, baik di Pusat maupun di Daerah. Dengan begitu untuk
meningkatkan budaya akuntabilitas yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas.

Kegiatan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan akuntabilitas pun
diperkuat dalam beberapa peraturan pemerintah, seperti Pertanggung jawaban
keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (permendagri)
Nomor 59 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Keungan Daerah yang terdapat dalam

pasal 189 pada ayat (4) dan ayat (5).



Undang undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas public
yang menjadi harapan terbentuknya pemerintah yang baik. Adapun disahkannya
Undang-Undang mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut sehingga
menjadikan pelaporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala
daerah kepada stakeholder atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti
masyarakat, investor, pers dan pihak-pihak lain. Dalam akuntabilitas, tidak lepas dari
kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat, karena tanpa adanya akuntabilitas dapat membuat sistem menjadi lemah
yang berimbas pada budaya korupsi sistematik. Bukti empiris laporan keuangan
terhadap akuntabilitas mengacu dan mengoptimalisasikannya pada teori Mahmudi dan
Mardiasmo maka laporan keuangan pada pertanggungjawaban di suatu dinas akan
semakin baik, seperti dijelaskan dalam hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten
Bandung bahwa adanya hubungan antara laporan keuangan terhadap akuntabilitasnya,
dimana dari seluruh indikator laporan keuangan terhadap akuntabilitas menghasilkan
adanya pengaruh signifikan. Dari hasil wawancara pun dikatakan Laporan Keuangan
sudah berjalan namun hasil dan usaha yang dilakukan belum optimal dan masih ada

dana anggaran yang telat dari pusat.(Sakti:2018).

Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai lembaga yang mengelola keuangan
bidang pendidikan juga dalam menjalankan kegiatannya harus transparan dan
akuntabel. Akuntabilitas kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dilihat dari

laporan-laporan keuangan yang dirilis oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yang



dapat menunjukan kualitas kinerja pegawai dan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan
Kota Bandung sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain dari
laporan keuangan juga dapat dilihat dari Capaian Kegiatan Dinas Pendidikan Kota
Bandung yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Capaian Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018
No Program Anggaran Realisasi
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.334.701.729 1.095.017.050
2 Program Pembinaan dan Pengembangan 65.721.159.836 59.376.785.483
Pendidikan SD
3 Program Pembinaan dan Pengembangan 46.288.448.537 41.781.883.314
Pendidikan SMP
4 Program Pendidikan Nonformal 4.486.821.233 2.765.435.872
5 Program Peningkatan Mutu Pneidikan dan 105.302.635.120 90.680.266.500
Tenaga Kependidikan
6 Program Penyelenggaran Sekolah Gratis SD 53.501.441.055 47.974.886.891
7 Program Penyelenggaran Sekolah Gratis SMP 119.214.377.170 100.169.258.731
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.428.780.900 2.223.778.580
9 Program Inovasi Pendidikan 1.714.892.705 1.060.186.400
10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.188.345.682 2.761.017.581
11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.316.394.496 3.894.351.557
Aparatur
12 Program Peningkatan Kapasitas Sumbaer Daya 1.179.375.000 373.395.566
Aparatur
13 Program Penggunaan Bantuan Operasional 237.594.000 115.124.100
Sekolah (BOS) APBN untuk SD, SDLB Negeri
dan SMP, SMPLB Negeri
Jumlah 411.914.967.463 354.271.387.625

Sumber data :

Bandung tahun 2018.
Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran yang diajukan tidak sepenuhnya

teralisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kota

hingga memberikan sisa lebih

pembiayaan anggaran sebesar Rp. 57.643.579.838,-. Selain dari data di atas hal ini




terlihat dari akuntabilitasnya vyaitu pertanggungjawaban dalam menyajikan semua
aktivitas dan kegiatan kepada pemberi amanah, salah satunya terlihat pada
akuntabilitas hukum yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum yang
disyaratkan dalam penggunaan dana public, berdasarkan observasi awal bahwa
akuntabilitas hukum pada Dinas pendidikan Kota Bandung belum mematuhi secara
maksimal dimana seharusnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
258/PMK.2/2015 Pasal 3 ayat 2 tentang persentase realisasi output paling sedikit 95%
sedangkan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember Tahun 2016 - 2018 jika di persentasekan jumlah anggaran tidak

terealisasi minimal 95% Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 di bawah:

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan Kota Bandung
Per 31 Desember Tahun 2016 - Tahun 2018

Tahun Anggaran
Uraian 2016 2017 2018
Anggaran Realisasi | Anggaran Realisasi Anggaran | Realisasi
BELANJA 1.987.428. 1.686.623. | 1.331.926. 1.193.461. 1571.877. | 1.448.587.
734.464 036.521 412.870 836.024 862.656,45 351.543
1.3881.929
1.914.415. 1.620.526. | 1.201.510. 1.092.539. 1.271.833.
BELANIA OPERASL | “oa7786 | 410274 | 6080359 | 74701 | S¥430L4 | “eo57s
Belania P . 1.696.841. 1.423.421. 1.083.785. 1.058.564. 1.159.972. 1.094.315.
clanja Fegawal 839.845 805.131 371.137 505683 | 89519345 | 963918
Belanja Barang dan 21757410 | 197.104.60 | 117.725.23 | 33.975.151 | 221.956.68 | 177.517.86
Jasa 7.941 5.143 6.898,9 .358 0.768 1.828
73.012.786 | 66.096.626 | 130.415.80 | 100.922.08 | 189.948.27 | 176.753.52
BELANJA MODAL 678 247 4.834,1 8.983 7.695 5.797
Belanja Modal 15.093.423 | 11.662.019 | 45.670.599 | 36.213.135 | 90.229.962 | 86.327.228
Peralatan dan Mesin .860 .150 .870,06 .180 940 .160
Belanja Modal Gedung | 55.330.862 | 51.900.799 | 56.680.664 | 49.208.061 | 94.819.327 | 86.354.311
dan Bangunan .818 142 .3889,04 .803 .908 .837




Belanja Modal Jalan, 232.500.00 | 210.079.93 0 0 286.024.92 0

Irigasi dan Jaringan 0 0 1

Belanja Modal Aset 2.356.000. 2.323.728. | 28.064.540 | 15.500.892 | 4.612.961. | 4.071.985.

Tetap Lainnya 000 025 575 .000,00 926 800

SURPLUS 1.987.428. 1.686.623. | 1.331.926. 1.193.461. 1571.877. | 1.448.587.
734.363 036.521 412.870 836.024 862.656,45 351.543

Sumber data

: Laporan realisasi Anggara pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
periode Tahun 2016-2018.
Selanjutnya permasalahan terkait akuntabilitas program yang merupakan

pertanggungjawaban pada program yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dalam hal

ini Dinas Pendidikan Kota Bandung belum maksimal pada akuntabilitas program

karena adanya program indicator yang selalu tidak mencapai target selama tiga tahun

berturut-turut, sehingga berpengarun pada laporan akuntabilitas yang baik. Dapat

dilihat pada table 1.3 mengenai Target Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun

2018.
Tabel 1.3
Capaian Target Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018
Tingkat Pencapaian
Jumlah Melampaui target| Sesuai Target| Belum Mencapai Target
No| Misi Indikator P g g P 9
Sasaran Jumlah % Juhmla % Jumlah %
1 |Misi 1 18 13 72.22 4 22.22 1 5.56
2 [Misi 2 100.00 0 0.00 0 0.00
3 [Misi 3 4 100.00 0 0.00 0 0.00
4 [Misi 4 80.00 1 20.00 0 0.00
Jumlah 35 29 82.86 5 14.29 1 2.86

Sumber data

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kota

Bandung tahun 2018.




Untuk melihat lebih jelas program indikator yang belum mencapai target dari 3
tahun kebelakang adalah program indikator yang sama. Berikut table 1.4
Tabel 1.4

Capaian Target Akuntabilitas yang Tidak Tercapai
pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016-2018

No Sasaran Indikator | Target Capaian | Target Capaian | Target Capaian
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Tersedia dan 11.65 11,10 11.80 11.52 12.00 11,21
terjangkaunya
akses pendidikan Angka
. . Rata-
bagi anak usia
AR Rata
dini, usia sekolah,
. Lama
remaja danorang
dewasa putus Sekolgy
P (RLS)

sekolah secara
berkeadilan

Sumber data : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kota
Bandung tahun 2018.

Lalu terdapat pula permasalah pada akuntabilitas finansial terkait
pertanggungjawaban penggunaan dana public yang seharusnya efisien namun pada
Dinas Penidikan Kota Bandung penggunaan dana ini kurang efisien sehingga antara
anggaran yang diajukan dan realisasinya mengalami Kketidak seimbangan hal ini dapat

dilihat dalam table berikut:



Tabel 1.5
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan Kota Bandung
Per 31 Desember Tahun 2018

Tahun Anggaran

Uraian 2018
Anggaran Realisasi
BELANJA 1.571.877.862.656,45 1.448.587.351.543
BELANJA OPERASI 1.3881.929.584.961,45 1.271.833.825.746
Belanja Pegawai 1.159.972.895.193,45 1.094.315.963.918
Belanja Barang dan Jasa 221.956.689.768 177.517.861.828
BELANJA MODAL 189.948.277.695 176.753.525.797

Belanja Modal Peralatan dan

90.229.962.940 86.327.228.160

Mesin

Belanja Modal Gedung dan 94.819.327.908 86.354.311.837
Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Aan 286.024.921 0
Belanja Modal Aset Tetap 4,612.961.926 4.071.985.800
Lainnya

SURPLUS 1571.877.862.656,45 1448587 351,543

Sumber data : Laporan realisasi Anggara pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
periode Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang observasi awal pada penelitian ini lebih difokuskan
pada akuntabilitas laporan keuangan pada pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung pada
uraian diatas ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan akuntabilitas berdasarkan
data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dengan begitu peneliti
tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya Laporan
Keuangan yang berdampak pada Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung,
dengan judul: “Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Dinas

Pendidikan Kota Bandung.”



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan penelitian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, selanjutnya
penulis merumuskannya kedalam rumusan masalah sebagai berikut:
1. Anggaran yang diajukan tidak seluruhnya terealisasi sehingga memberikan sisa
lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 57.643.579.838,-.
2. Tidak sesuainya antara anggaran Yyang dianggarakan dan anggaran Yyang
terealisasi. Dapat dilihat dari realisasi anggaran dan capaian program kurang
3. Pencapaian target misi belum mencapai 100%, dapat dilihat pada tabel 1.3
Capaian Target Misi Dinas Pendidikan Kota bandung Tahun 2018 yaitu Misi 1
dengan target 18, yang melampaui dan mencapai target adalah 17 indikator,
sedangkan 1 indikator belum mencapai target, target yang dicapai hanya 5,56%.
4. Penyerapan dana yang kurang efisien, sehingga terjadi ketidak seimbangan
antara anggaran dan realisasinya.
5. Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung masih beropini Wajar
Dengan Pengecualian.
6. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap
kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program

menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas progranvkegiatan.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang yang

menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Seberapa besar pengaruh laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas
Dinas Pendidikan Kota Bandung?

2. Seberapa besar pengaruh laporan perubahan saldo anggaran lebih terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh neraca terhadap akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota
Bandung?

4. Seberapa besar pengaruh laporan operasional terhadap akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Bandung?

5. Seberapa besar pengaruh laporan perubahan ekuitas terhadap akuntabilitas
Dinas Pendidikan Kota Bandung?

6. Seberapa besar pengaruh laporan arus kas terhadap akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Bandung?

7. Seberapa besar pengaruh catatan atas laporan keuangan terhadap akuntabilitas
Dinas Pendidikan Kota Bandung?

8. Seberapa besar pengarun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara simultan

terhadap akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung?
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
Untuk mengetahui besar pengarun laporan realisasi anggaran terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh laporan perubahan saldo anggaran lebih
terhadap akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh neraca terhadap akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh laporan operasional terhadap akuntabilitas
Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh laporan perubahan ekuitas terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh laporan arus kas terhadap akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh catatan atas laporan keuangan terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Untuk mengetahui besar pengaruh Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara simultan terhadap

akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.
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1.5 Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan,
wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ilmu Pengetahuan
Sosial pada umumnya Administrasi Keuangan Negara khususnya.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kota
Bandung
b. Bagi Peneliti
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan
perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial dan
limu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu
juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal
untuk kembali ke masyarakat.
¢. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan
kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa
Program Studi Administrasi Publik. Demikian kegunaan penelitian ini disusun,

semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh laporan keuangan terhadap
akuntabilitas yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yang merujuk pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah yang terdapat dalam 189 pada ayat (4) dan (5). Adapun teori yang
digunakan pada variable X adalah teori dari Suwanda, yang menyatakan laporan
keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur yang menyajikan posisi
keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu unit pemerintah. Laporan keuangan
merupakan bentuk tanggungjawab atas pemakaian keuangan daerah, karena hal
teersebut menjadi tolak ukur Kinerja pemerintah (2015:66). Selanjutnya penjelasan

mengenai komponen laporan keuangan, terdapat tujuh dimensi yaitu sebagai berikut;

1. Laporan Realisasi Anggaran yaitu menyajikan informasi mengenai pendapatan,
belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah
daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode
tertentu, selain itu menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan

2. Laporan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

3. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada
tanggal tertentu.posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi jumlah dan
aktiva (harrta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) pada suatu perusahan.

4. Laporan Operasional, yaitu menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambahkan ekuitas dan penggunaanya dikelola oleh pemerintah daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu menyajikan informasi mengenai kenaikan
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menunjukkan semua aspek yang
berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau
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tidak langsung terhadap kas. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk, dan arus
kas keluar selama periode tertentu. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk ke
perusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan, sedangkan kas keluar
yaitu sejumlah jumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya seperti
pembayaran biaya operasional perusahaan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu laporan yang memberikan informasi
apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Hal ini
dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam
menafsirkannya. (Suwanda, 2015:71)

Dengan begitu laporan keuangan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan
pemerintahan dan mereka yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang harus
dibuat secara berkala pada setiap periodenya. Kemudian untuk memenuhi sebuah
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara diperlukan akuntabilitas
sebagai penyelesaian dari suatu pekerjaan, akuntabilitas sebagai variable Y
menggunakan teori dari Mahmudi, menurut Mahmudi akuntabilitas publik merupakan
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodic. Dari pengertian tersebut muncul dimensi-dimensi dari
akuntabilitas public yang haur dipenuhi oleh setiap lembaga-lembaga, menurut
(Hopwood dan Tomkin, 1984; Elwood 1993) dalam Mahmudi (2013:9), adapun

dimensi dari akuntabilitas public sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran terkait dengan lembaga-lembaga public untuk
berprilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
Penggunaan dan public harus dilakukan secara benar. Untuk lebih jelasnya
akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran pwnyalahgunaan jabatan,
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.
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2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas proses terkait dengan pertanggungjawaban lembaga public untuk
melakukan pengelolaan organisasi secara efisien, akuntabilitas manajerial dapat
juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja proses. Akuntabilitas manajerial
merupakan pertanggung jawaban lembaga public antara atasan dan bawahan.

3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat
dicapai atau tidak , dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Selain itu dalam
memaksimalkan akuntabilitas program yaitu menghasilkan program yang bermutu
yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan program

4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akunntabilitas kebijakan hendaknya ditetapkan
atas pertimbangan masa depan, apa tujuan kebijakan tersebut, siapa sasaran, dan
siapa yang akan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijkannya.

5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga public
untuk mrnggunakan dana public secara ekonomis, efisien, tidak ada keborosan dan
kebocoran dana, seperti korupsi. Akuntabilitas finansial sangata penting karena
menjadi sorotan utama masyarakat sehingga mengahruskan untuk mebuat laporan
keuangan untuk menggambarkan Kkinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Teori selanjutnya merupakan hubungan antara laporan keuangan dengan
akuntabilitas, menurut Mahmudi penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Tidak adanya laporan
keuangan menunjukkan lemahya akuntabilitas, mengindikasikan lemahnya system yang
berimbas pada budaya korupsi(2016:2). Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat

digambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :
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Tabel 1.6

Model Kerangka Pemikiran

Laporan Keuangan
(Variabel X)

Akuntabilitas

- (Variabel Y)

1. Laporan Realisasi -

Anggaran 1. Akuntabilitas Hukum dan
2. Laporan Perubahan Saldo Kejujuran

Anggaran Lebih 2. Akuntabilitas Manajerial
3. Neraca 3. Akuntabilitas Program
4. Laporan Operasional 4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Laporan Perubahan 5. Akuntabilitas Finansial

Ekuitas

Laporan Arus Kas

7. Catatan atas Laporan
Keuangan

(Dadang Suwanda, 2015)

IS

(Mahmudi, 2013)

1.7 Hipotesis

Dalam Anggara (2015: 64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti
dalam penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan

antara dua variabel atau lebih.

Maka dari itu rumusan hipotesis statistic dari judul penelitian yang dilakukan
yaitu ‘“Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota

Bandung”, sebagai berikut:
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HO : Tidak terdapat pengaruh antara variable Laporan realisasi anggaran terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung

H1 : Terdapat pengaruh antara variable Laporan realisasi anggaran terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

HO : Tidak terdapat pengaruh antara variable laporan perubahan saldo anggaran
lebih terhadap akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

H1 : Terdapat pengarun antara variable laporan perubahan saldo anggaran lebih
keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.
HO : Tidak terdapat pengaruh antara variable neraca terhadap akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Bandung.

H1 :Terdapat pengaruh antara variable neraca terhadap akuntabilitas Dinas
Pendidikan Kota Bandung.

HO : Tidak terdapat pengaruh antara variable laporan operasional terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

H1 ‘Terdapat pengaruh antara variable laporan operasional terhadap akuntabilitas
Dinas Pendidikan Kota Bandung.

HO : Tidak terdapat pengaruh antara variable laporan perubahan ekuitas terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

H1 Terdapat pengaruh antara variable laporan perubahan ekuitas terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

HO :Tidak terdapat pengaruh antara variable laporan arus kas terhadap akuntabilitas

Dinas Pendidikan Kota Bandung.
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H1 :Terdapat pengaruh antara variable laporan arus kas terhadap akuntabilitas
Dinas Pendidikan Kota Bandung.

HO Tidak terdapat pengaruh antara variable catatan atas laporan keuangan
terhadap akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

H1 :Terdapat pengaruh antara variable catatan atas laporan keuangan terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

HO :Tidak terdapat pengarun antara Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara simultan terhadap
akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.

H1 Terdapat pengaruh antara Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara simultan terhadap

akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung.



